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Abstrak
 

Notaris merupakan jabatan yang rentan untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa dalam upaya

menyembunyikan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, oleh karena itu, notaris ditetapkan sebagai salah

satu pihak pelapor yang berkewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Prinsip ini

mengharuskan notaris untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap pengguna jasanya.

Diwujudkan dalam mengidentifikasi melalui formulir CDD dan EDD, formulir tersebut wajib disimpan oleh

notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kekuatan mengikat Surat Edaran

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.UM. 01. 01-1232 sebagai panduan bagi notaris

dalam penerapan PMPJ di Kota Bengkulu dan penerapan sanksi yang diberikan oleh Kementerian Hukum

akibat notaris yang tidak menerapkan PMPJ guna mencegah TPPU di Kota Bengkulu. Metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris, analisis yang

mengidentifikasi permasalahan secara mendalam untuk menemukan faktor yang menimbulkan isu (problem

identification). Hasil penelitian yaitu, Surat Edaran No. AHU.UM.01.01-1232 tidak memiliki kekuatan

hukum yang mengikat terhadap notaris seperti peraturan perundang-undangan. Surat edaran tersebut

berfungsi sebagai pedoman bagi notaris untuk menerapkan PMPJ dan dikategorikan sebagai bagian dari

regulasi kebijakan. Penerapan sanksi yang diberikan oleh Kementerian Hukum berlandaskan pada ketentuan

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN), namun penerapan sanksi tersebut belum sepenuhnya

sejalan dengan ketentuan yang berlaku, mengingat dalam UUJN tidak terdapat pasal yang secara eksplisit

mengatur bahwa sanksi tersebut dapat diterapkan kepada notaris yang tidak melaksanakan PMPJ.

......Notaries are the most vulnerable positions to be exploited by service users in an effort to hide the

proceeds of money laundering crimes, therefore, notaries are designated as one of the reporting parties who

are obliged to implement the Principle of Identifying Service Users (PMPJ). This principle requires notaries

to identify, verifying and monitoring their service users, which is realized through the use of CDD and EDD

forms, these forms must be kept by notaries. The problems raised in this study are the binding force of the

Circular of the Ministry of Law and Human Rights No. 01.01-1232 as a guide for notaries in implementing

PMPJ in Bengkulu City and the application of sanctions given by the Ministry of Law due to notaries who

do not implement PMPJ in order to prevent TPPU in Bengkulu City. The research method used in this study

is Doctrinal with an explanatory research typology, an analysis that identifies problems in depth to find

factors that give rise to issues (problem identification). The results of the study are that Circular Letter No.

01.01-1232 does not have binding legal force on notaries like statutory regulations. The circular serves as a
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guideline for notaries to implement PMPJ and is categorized as part of policy regulations. The application of

sanctions imposed by the Ministry of Law based on the provions of the Law on Notary Positions (UUJN),

however the application of these sanctions is not fully in line with the applicable provisions, considering that

in the UUJN there is no article that explicitly regulates that these sanctions can be applied to notaries who do

not implement PMPJ.


